BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KARUPATEN SITUBONDO

NOMOR O] TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABLUPATEN SITUBONDO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG INYESTASI DAERAH
KABUPATEN SITURONDO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahrwa berdasarkan ketentuan Pasal 7] ayat {7) Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang PPedoman Pengelolzan Kevanpan
Daerah sebepaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn
Negert Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Dacrah dapat menetapkan
besaran investasi dacrah;

. bahwa sebapaimana amanat Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 17

Tahun 2000 discbutkan buhwa penyertaan modal Pemerintah Daerah
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usuha lainnya
dapal dianggarkan dalam APBD  apabila jumiahnya yang akan
disertakan dalam tahun berkenaan telzh ditetapkan dalam Peraturan
Dacrah tentang Investasi [Taerah;

bahwa penyertagn modal olch Pemerintah [asrah kepada Badan Usaha

Milik Dacrah (BUMD) untuk memperkuat struktur perrnodalan sehingga

mampu berkompetisi, tumbuli dan berkembang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan ssbapaimans dimaksud hurul w, hurof

b dan huruf ¢ konsideran i, dipandang perlu untuk merubah Peraluran
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi
Dacrah Kuabupaten Situbondo Talum Anggaran 2010 dengan Peraturan
[aerah.

. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950 tentang  Pembentukan

IYaerab-daerah Kabupaten dalam  lingkungan Propinsi Jawa limour
{(Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tabun 1950, Nomar 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2084 tentang FPembentukan Peratiran

Paundang—undangan (Tembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43%9);

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran WNegara Republik Indomesia Nomor 4437)
schagaimana telah diuball dengan Undang-Timdang Nomar 12 Tahun
2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tuhun
2004 tentang Pemerintahon Daerah  (Lembarun Nepara Republik



10.

L.

12,

13,

14.

I5.

16,

Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Mepura
Republik Indonesia MNomor 4544);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemenintah Pusat dan Pemerintaban Daerah (T.embaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman MModal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4714,

Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2007 tentang Perscroan Terbatus
(l.embaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2007 Namor 104
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomard 756);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pcmindaban Tempat Kedudukan Pemerintsh Daerah Kabupaten
Panarukan ([ embaran Negara Tahun 1972 Nemor 38);

Peraturan Pemcriniah Nomor 34 I'ahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah
(Lembiaran MNegara Tahun 2003 Noowr 136, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 4576

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  dan
Pertangpungjawaban Kcuvangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan  dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembarun
Neygara Repobhk [ndonesia Nomor 4593),

Peraturan Femerintzh Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 4612 ),

Peraturan FPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuvangan dan Kinerja Instansi Pemerintah { Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesiz Nomor 4614 } sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 {entang Pengelolaan Rarang
Milik MNegara‘Daerah (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaren Megara Republk Indonesia
Nomeor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Peoyelenggaraan Pemerintahan Draerah kepada Masyarakat
(Lemharan Nepara Bepublik Indonesia Tahun 2007 Nomer 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693};

Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tuhun 2007 tentang  Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20607 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Pereturan Pemerintah Numor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemcrinlahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indoncsta Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 4737),

Peraluran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Nepara Republik [ndonesin Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4738);



Menetapkan

LY ]

17, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebapaimana ielab diubah
dengan Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pcrubahan Atas Feraturan Menterl Dalam Neger! Nomar 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penpgelolean Kevangan Dacrah:

18, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Momor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT.) Bank Perkreditan Rakyat {BPR)
Syariah Situbondy {Lembaran Daerah Kabupaten Situbande Tahun 2003
S¢ri E Nomor 2} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten 3itubondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah  Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tabun 2003
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5):

19. Peraturan Daerah Kabupaten Simhonde Nemor 1 Tahun 2006 entang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPIMD) Kabupaien
Situbondo Tahun 2008-20180 {Lembaran Daerah Kabupalen Situbondo
Tuhun 2006 Nomor |} scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 4 Tahun 2009 eentang Peraturan
Dacrah Kabupaten Sitnbondo Nomor | Tahun 2006 rentang 1Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Stubondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupalen Situbando
Tahun 2009 Nomar 4);

20. Peratran Daerah Kabupaten Situbonde Nemor 4 Tahun 2007 tentang
Investasi Daerah (Lembaran Naerah Kabupaten Situbondo Tuhun 2007
Momor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sibonde Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Dacrah Kabuopaten Situhondo (Lembaran Dagsrah
Kabupaten Situbonde Tabun 2008 Nomor 02);

21, Peraturan Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-Polok Pengelolaan Kewangan Dacrah {Lembaran Daerah
Kabupaten Situbando Tahun 2008 Nomor 13);

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor | Tahun 2010 tentang
Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010
{Lembaran Daerah Kabupaten Silubonde Tahun 2018 Nomer 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PFRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

dnn
BUFATI SITUBONDD
MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
FPERATURAN DAERAH KABUPATEN SITURONDO NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG INVESTASI BAERAH KABUPATEN
SITITRONDO TAHUN ANGGARAN 2014



Pnsel 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1

Tahun 2010 tentang Investasi Deerah {(Lombaran Daerah Kabupaten

Situbondo Talun 2010, Nomor 1) diubah sebagai herkut

1. Antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 {satu} Pasal, vakni Pasal 16A
sehingwa berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 164

Besaran Investasi Daerah fangka Panjang Permanen untuk Tahun 2011 pada
PT. BPR Syariah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 {Salu Milyar Rupiah)

Pasal 1L
Peraturan Dacrah ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap vrang dupal mengetahuinya, memerintahkan pengundanpan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Pembaran Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
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